
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR. 3 TAHUN 2018

IENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAFI TAHUN ANGGARAN 20 1 7

DENGAN RAI_[MAl''I'UI IAI\ YAN(I N4AI IA I.-SI\

Menimbang

Mengingat

:4.

BUPATI CIANJUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati harus memberikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat
6 (enam) bulan setclnh tahun anggaran berakhir;

bahura bc:rtll-rs:,r i-l<rtnp('r'1 inllril.l!ri.r |l si'lrlirl,riir.i , r rt :, r1...,

dalam hlirul- li, 1tt't-iLt rTlr. l('irr1-r1.,iri i'r r'llirr rr ; , r

tentang Pertanggunglawaban Pelaksarraarn Angg:rrarr
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran '2O17',

Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tcnLarng
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahr:n 1968
tentang Pembentukan I(abupaten Puru,i,tl<:.r11:r r.'1an

KabupaLen Sr-rbang dctrq:tn N4cngtrlrirlr Llr,ir,'ri, ir,l;,r,'
Nomor 14 'l'ahun 1t)50 tcnll'rng I'i'rrrlrt'nlrillrir l)lit rrir
Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Pnrpir-rsi D3au'a
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 285 1);

b.

:1.

2.



-.)-

4.

5.

6.

7.

8.

2

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75 Tambahar-r Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 .

Nomor 47 Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia'
Nomor a287);

Undang-Undang Nomor I 'l'ahr-in 2O0'1 lt'n1rrril
Perbendaharaan Negara (Lcn-rbnran Ncgzrt'tr Ilcpul-llrk
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan darL Tanggung ,Jarvab Kc:uunqan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Incloni:sr:r 'l'ahrrn 2OO1

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik lndor-rcsia
Nomor 4aOO\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambakran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa39);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5013),

9. Undang-Unclang Nonror tr l'rilrun .lo l I lr :, ,,; , i r,

(Lembaran Negara llt:publik lncloncsrr-r 'l'airuri 2O l,l Norrior
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 'l'irrnlrirlurir Lcrrrl;;rr':irr
Negara Republik Indoncsia Nc,rnor 5tr'7());

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenLang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 i );

10.

11.



a
J

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tcnlar-rg lrcrrrhahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23'l'irlrr-rn .20i).r l('ntiin1,i.
Pengelolaan Keuangan Badan Layarni,Ln Urnurn (Lcrrbaran'
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 17I,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53ao);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 lerntans
Dana Perimbangan (Lembarran Negara Rcpurblik lncloncsiir
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonc'silr Nornor'
4576) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturarr.r
Pemerintah Nomor 65 Tahur"i 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nr:mor 56 Tahun 2005 tentang
Sistenr Informasi Keuangan Daerah (Lembarar-r Negarar
Republik Indonesia Tahun 20 l0 Nomor 110, Tambaharr
Lembaran Neglrra l?cpublil< Incioncsirr Nonror ir 1,,,,J,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Lcnlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

t6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Peiayanan
Minimal (l,embar:an Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

17. Peraturan Pernerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Inslansi Pcrncrintrrli
(Lembaran Nr:garit Rt'prtlrlrl< Irrrloncsrrr 'l-r rlrLl r r ii ',,

25, Tambahan l,cmititritn Nt'gr.rli llclrLrirlrl. lii(1,,r,.,r ,

Nomor a61a);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indgnesia Nomor a693);

L9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Ncgara/Dzrcrr,ih (l,cmbrrrrn Ni'rllrrr
Republik Indoncsia'l'ahun )OO7 Nornor,\.1, l',rirrli.il,.rl
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381,



20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan l(euangan kepada Parlai lrolitjl< (l.r'rnllrrrn
Negara Rcpr-rblik Inrlonc;:;iir 'l'rrlrurr .)(l()ti \lriL,rr lr-
Tambahan Lembaran Ncgarat ltcpublik Inclorrcsi:r Nornor'
4972) sebagaimana telah diubah clengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang.
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran'
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

21. Peraturan Pernerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akun.tansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan PemerinLah Nrtrnor" 30 'l':,thun 20I 1 Lt'rrtrrril
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonctsi:r 'l-lrhrin 20l2
Nomor 5, Tambairan I-crnbaran Negara Rcpurblil< lncloncsiir
Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

25- Peraturan Perrrerintah Nomor 43 Tahun 2ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan l,emb,irarn Negara
Republik Indonesia-i N<;mor s53q) sr:birgrrin'rirnrr 1t'rirlr
diubah dengan Prtrait.ur:rr-t lr)rlrrt:rintlrlr Noni,rr l,'l'rrlr,.ir
2015 tentang Perubahan Atars PcraLuran l)trrncrintalr
Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 i0 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan peraturan presiden
Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tetntang
Pengadaan Berrang/.Jas::Pcm<:rinlah (l,cmlr;rrrn Nr.l.rrrrr
Republik Indonesia Tahr rn 20 I 5 Nonror .r),



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannva;

29. Peraturan Menteri I):tlr,trn Ncgr:r'r Nonror. .l.r .l rrirLiir .r(r i i

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Barntunrr Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20) l.

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5a 1);

30. Peraturan Menteri Di,ilar.r-r Ni:gr:ri Nonror (r,l 'i', rlrL tn -lO L'l
tentang Penerapan SLandar AkunLansi PcrncrrnLahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor A25\;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Terhrrn 2O14
tentang tentang Pedoman 'lat.:r Clrrrrr I'r'r-hitLlnllirn,
Penganggaruln Detlam Artggaran Pr:nrirrf)irtiln rlrin i3rri;rnjl
Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dalr Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri
Nomor 77 Tal-run 2014 lenlang tentitng Prtr.'lomaln '1'ntrr

Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjarvaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesiar
Tahun 2O\7 Nomor l98);

32. Peraturan Dacrah KlrirurJlirt,('n Crirn.lLir- Norrror (l.l'l'lrlrLrrr
2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupater-r Cianjur Tahun 2OO7 Nomor 02 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjr,rr Tahun 2016 Nomor 10);
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2077 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'| DALIIiAII KAlJLil)A'l'l'.N ('1,'\), it l(

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017,

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI7, berupa laporan
keuangan memLrat:

a. Laporan Realisasi Anggararn;

b. Laporan Pembahan Saido Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan trkuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) diiampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Ir)lt slr I 12

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf a, sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp 3.764.267.630.006,53
b. Belanja Rp 3.664.119.182.170,00

Surplus/Defisit Rp 100.148.447,836,53
c.. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp 100.201.138.206,87
2. Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00

Pembiayaan Neto Rp 99.2O L 138 .206,87
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Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan reatlrsersi pcndaperLrrn scJurrlrrlr
Rp (39.aL2.846.287,O2) dengan rincian sebagai berikut:

setelah perubahan Rp 3.803.68O.476.293,55

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp (238.762.432.33O,42), dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja
setelah perubahan

2. Realisasi
Selisih (kurang)

c. Selisih anggaran de ngan realisasi surpius sejumlah
Rp 199"349.586.O43,4O dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran defisit
setel2h perubahan

2. Realisasi surplus
Selisih (lebih)

d. Selisih anggararl dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah

2. Realisasi
Selisih (lebih)

perubahar-r

2. Realisasi
Selisih

Rp 3.764.267.630.006.53
Rp (39.412.846.287,O2)

Rp 3.9O2.88i .614 sOO.42

llp 3,QQ'J l1(,l,l,3 lli (1.{)()

lllr (2:18.'i(t) .l.j.r ,i.;o. i,rl

Rp (99.2O J. 138 .206,87)

Rp 100.148.a47.836,53
Rp 199.349.586.043,40

Itp I 00.2O I l:lE -l()r,.,'i,:
Rp 100.201. 138.206,87
Rp 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiavaan
sejumiah Rp 0,00 dengan rincian si:bagai br:rikut:

1. Anggaran pengelueiran
pembiayaan setelah
perubahan

2. Realisasi
Selisih (kurang)

Rp ].000.000.000,00

Rp 1.000.000.000.00
Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiavaan nc1.o

sejumlah Rp 0,OO dengan rincian sebageri bcrikut,

1. Anggaran pembiayaan
neto setelah perubahan

2. Realisasi
Selisih (lebih)

99.201 . 138.206,87Rp

Rp
ll 1r

99 201-1!8.2Oh,87
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal t huruf b, sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih

Awal Rp 100.201.138.206,87
b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan Rp 100.201. 138.206.87

c. Jumlah Rp 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) Bp_- _1!)():l4q.Lhi,()'1.1. to

e. .Jumlah Rp 199.349.58b.04.1,.+t)
f. Koreksi Kesaiahah

Pembukuan Tahun
Sebelumnya Rp 0,00

g. Saldo Anggaran
Lebih Akhir Rp 199.349.586.043,40

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud clalam pasal 1

huruf c, sebagai berikut:
a. Pendapatan Itp ll.:r 7.l I r I r'i.,.I i i,.i.r r),
b. Beban Rp 3.018.28a.a 17.266,60
c. Surplus/Defisit Kegiatan

Operasional Rp 554.887.3 46.1g2,03
d. Surplus/Defisit rlari Kegiat:rn

Nonoperasional Rp (3.0211 744 5_1al,O0)

e. Surplus Defisit Sebelum
Pos Luar Biasa Rp S 1.863.601.669,03

f. Pos Luar Biasa Rp (1.332.013.000,00)

g. Surplus/Defisit-LO Rp 5S0.S3 t 588.699,03

Pasal 6

Laporan Perubahan trkuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf d, sebagai berikut:
a. Ekuitas Aural

b. Surplus/ Defislt-[,o
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
c. Koreksi Nilai Persediaan Rp (360.135.467,00)
d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 31.668.063.644,60
e. Koreksi Ekuitas Akibat

Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp

I?p 4.-/62. l2(l :lr'r(r 0()cl,8t)

Itp 550 5:i I i;,1,'J (r(r(),(1.i

f. Ekuitas Akhir Rp 5.343.959.985.856,52
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Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hnri-rf c, perr 31

Desember 2077 sebagai berikut.:

a. Jumlah aset Rp 5.450.238.298.390,07
b. Jumlah kewajiban Rp 106.278.312.533,55
c. Jumlah ekuitas dana Rp 5.343.959.985.856,52

Pa sat I .3

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
f , untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per
1 Januari 2077 Rp 100.225.437 .646,12

b. Arus kas dari aktivitas
Operasi Rp 923.262.997.470,53

c. Arus kas dari aktivitas
investasi Rp (821.114.549.634,00)

d. Arus kas dari aktivitas
Transitoris llp I I ](1q ,.1 I I ., ,

f. Kas di Bendahara
Penerimaan Rp 214.007.134,00

g. Kas di Bendahara BLUD
(RSUD Cimacan) Rp 703. 1 59 .392,00

h. Saldo akhir kas per 31
Desember 2Ol7 Rp 200.303.550.340,40

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksr,rd dalam
Pasal t huruf g, tahun anggari-rn 2017 mcnrrrirl rnforrnrrsi lrr l',

secara kuantitatif maupun kualitatil' atirs f)os I)os lrrporrrl
keuangan.

Pasal 1 O

Pertanggungjar,vaban pelaksan:.izln Anggilrar-r Pc'rrrlrrprrlrrn tll,n
Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2017 sebag:rrrn.rn:i ilirnaksucl
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
atas:

a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1.1 : Ringkasan lapor:-in rcalisrrst irrtrlir-,rr
menurut urusan pemcrrnLahan clarur-arh cl:-rrr

organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurul urllsarn pe mcrintah:, r-r dlrcrah,
organisasi, pendap:rtan. lrr:1;rnja cirrn
pr'mlrjirr;r;rlt.
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Lampiran 1.3

Lampiran 1,4

b. Lampiran II

c, Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Larmpiran IX

j. Lampirair X

k. Lampiran XI

1.

Rekapitulasi re aliszrsi angg.tran bcla nla
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran beianja
daerah untuk keselarersan dan
keterpaduan urusan pcmorinli,lh cl:rerr:tl-r
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

La.poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rel<arpiturl:rsi Pirrt:rng Dr-rerair,

Datlt i'tr I{cl<irltitrrllrsi l'r'nr i:',ilr,,r 1)riti,rr ,,

'l'iclark'l'c rLar gi ir,

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi)
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam
Pengerjaan;

Dal'lirr llckirpitLtlrrsr /\st't l.iiirr,\.r,
Daltar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajrban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya; dan

Ikhtisar Lapcran Keuangan Badan suaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

m.

n.

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

o.

p.

q.

r.

S,

t. Lampiran XX

Pasal 1 1

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggpngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sr:bagai rinci:rn lr:bih
lanjut dari pertanggr-rngjau'abarn pclaksrrn.riur \nrgilrrnur
Pendapatan darn Belanjar Dacr:rh 'l'ahurn Anserrrrrr-r .2(.r I i'
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai bcrlerkur pac.1a tilngqirl rliLrrrlrirrql<rrl
Agar setiap orang mengcLahuinya, rncmc.ir-rLalrkaur
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Agustus 2018

ABAN'SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAtrRAII KABUI)ATI'N CIAN.IL] Ii
PROVINSI JAWA BARAT: (3 I 1 LB l2O 18)


